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Abstrak
 

Adanya krisis internal pada sistem keanggotaan dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI),

menyebabkan adanya prajurit TNI yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Di lain

pihak peraturan perundangan membuka pintu masuk bagi prajurit TNI untuk menjadi Aparatur Sipil Negara

(ASN) melalui jalur ketentuan Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja (PPPK). Jabatan yang

disasar adalah jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Permasalahan yang diangkat adalah

pengangkatan PPPK dari unsur TNI dan kesesuaian pengangkatan PPPK melalui pengusulan Panglima TNI

dalam penerimaan seleksi pengadaan kepegawaian ASN.  Penelitian ini berupa penelitian kualitatif,

menggunakan bahan utama data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur pengangkatan

PPPK sebagai ASN dari unsur TNI tidak menerapkan sistem pengadaan PPPK secara umum. Hal itu terjadi

karena terdapat peran serta internal TNI untuk mengusulkan calon pejabat fungsional kepada instansi

pengguna atau mengirimkan nama calon pejabat pimpinan tinggi. Pengangkatan PPPK dari unsur TNI juga

tidak sesuai dengan sistem merit sebagai dasar prosedur pengadaan ASN karena terdapat proses pengusulan

oleh pihak internal TNI yaitu panglima TNI. Akibatnya, penerapan sistem merit dalam pengangkatan

prajurit TNI sebagai PPPK tidak terimplementasikan secara penuh.

......The existence of an internal crisis in the membership system within the Indonesian National Armed

Forces (TNI), has caused TNI soldiers to lose their jobs and have no permanent jobs. On the other hand,

laws and regulations an open opprotunity for TNI soldiers to become State Civil Apparatus through the

provisions of Government Employees based on the Work Agreement (PPPK). The targeted positions are

functional positions and high leadership positions. The issues raised were the appointment of PPPK from the

TNI element and the suitability of the appointment of PPPK through the recommendation of the TNI

Commander in accepting the selection of ASN staffing. This research is qualitative, using secondary data as

the main material. The results of this study stated that the procedure for the appointment of PPPK as ASN

from the TNI element did not apply the PPPK procurement system in general. This happened because there

was an internal TNI participation in proposing candidates for functional officials to the user agency or

sending the names of candidates for high leadership officials. The appointment of PPPK from the TNI

element is also not in accordance with the merit system as the basis for the ASN procurement procedure

because there is a nomination process by the TNI internal party, namely the TNI commander. As a result,

the application of the merit system in the appointment of TNI soldiers as PPPK was not fully implemented.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20521358&lokasi=lokal

